BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315
ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 177 pada
Bagian Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran
2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.



Mengingat

0.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5679);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);
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15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelanggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah  Dacrah (Berita Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2018 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);



23,

23.

24.

25.
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27.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan , Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran  Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

105/PMK.07/2020 tentang Pengclolaan Pinjaman
Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 482);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 7195);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja
Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun
2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja
Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota;

Keputusan Gubernur Jambi Nomor
855/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2023 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021
Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2.  Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1943.

Bupati adalah Bupati Tebo.

.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrah
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kcpada Dacrah tertcntu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran
berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
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19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Dacrah yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
semula sebesar Rp. 1.166.631.441.997,00 bertambah sebesar Rp.
162.266.320.740,00 sehingga menjadi Rp. 1.328.897.762.737,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.120.703.511.804,00
b. Bertambah Rp. 95.332.275.001,00
Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan Rp. 1.216.035.786.805,00
2. Belanja daerah
a. Semula Rp. 1.134.450.399.373,00
b. Bertambah Rp. 170.882.835.000,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.305.333.234.373,00

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 45.927.930.193,00

2) Bertambah Rp. 66.934.045.739,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 112.861.975.932,00
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp- 32.181.042.624,00

2) (Berkurang) Rp. (8.616.514.260,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 23.564.528.364,00

Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 89.297.447.568,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 93.498.645.830,00

2) Bertambah Rp. 3.374.643.829,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 96.873.289.659,00




(1)

(2)

Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.010.710.865.974,00

2) Bertambah Rp. 91.957.631.172,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.102.668.497.146,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.494.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 16.494.000.000,00
Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

bersumber dari :
a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 19.824.500.000,00

2) Bertambah Rp. 2.269.810.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 22.094.310.000,00
b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 4.178.000.000,00

2) (Berkurang) Rp. (1.622.810.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.555.190.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 10.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 639.646.829,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.139.646.829,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 58.996.145.830,00

2) Bertambah Rp. 2.087.997.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah setelah perubahan Rp. 61.084.142.830,00

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber
dari :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 945.517.817.000,00

2) Bertambah Rp. 07.5106.512.34944,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah

perubahan Rp . 1.013.034.329.344,00
b. Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula Rp. 65.193.048.974,00

2) Bertambah Rp. 24.441.118.828,00

Jumlah transfer antar daerah setelah
perubahan Rp. 89.634.167.802,00
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢, bersumber dari :
Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 16.494.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan setelah

perubahan Rp. 16.494.000.000,00
Pasal S5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.

(1)

Belanja operasi

1) Semula Rp. 784.118.039.579,00

2) Bertambah Rp. 99.971.343.846,00

Jumlah belanja operasional daerah setelah

perubahan Rp. 884.089.383.425,00

Belanja modal

1) Semula Rp. 179.044.333.494,00

2) Bertambah Rp. 52.281.524.418,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 231.325.857.912,00

Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 8.500.000.000,00

2) (Berkurang) Rp. (8.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

Belanja transfer

1) Semula Rp. 162.788.026.300,00

2) Bertambah Rp. 26.629.966.736,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 189.417.993.036,00
Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 428.495.502.594,00

2) Bertambah Rp. 4.594.935.314,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 433.090.437.908,00
b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 293.041.294.538,00

2) Bertambah Rp. 71.803.942.243,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 364.845.236.781,00
c. Belanja Bunga;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 8.616.514.260,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 8.616.514.260,00
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d. Belanja subsidi,

1) Semula Rp. 1.070.513.315,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.070.513.315,00
e. Belanja hibah,

1) Semula Rp. 61.485.729.132,00

2) Bertambah Rp. 14.980.952.029,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 76.466.681.161,00
f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp 25.000.000,00

2) (Berkurang) Rp. (25.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 0,00

perubahan

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 14.571.975.096,00

2) Bertambah Rp. 13.777.195.923,00

Jumlah transfer antar daerah  setelah

perubahan Rp. 28.349.171.019,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 55.017.885.510,00

2) (Berkurang) Rp. 4.962.517.685,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung

setelah perubahan Rp. 59.980.403.195,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp. 109.155.335.488,00

2) Bertambah Rp. 33.497.500.610,00

Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan Rp. 142.652.836.098,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 299.137.400,00

2) Bertambah Rp. 44.310.200,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah

perubahan Rp. 343.447.600,00

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula Rp. 8.500.000.000,00
2) (Berkurang) Rp. (8.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 2.400.250.000,00
2) Bertambah Rp. 241.277.801,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.641.527.801,00
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b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 160.387.776.300,00

2) Bertambah Rp. 23.176.922.935,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 183.564.699.235,00
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 45.927.930.193,00

2) Bertambah Rp. 66.934.045.739,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 112.861.975.932,00
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 32.181.042.624,00

2) (Berkurang) Rp. (8.616.514.260,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 23.564.528.364,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 45.927.930.193,00

2) Bertambah Rp. 66.934.045.739,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 112.861.975.932,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri

atas:
a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 3.000.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 29.181.042.624,00

2) (Berkurang) Rp. (8.616.514.260,00)

Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sctclah perubahan Rp. 20.564.528.364,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran
2023
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Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.

C.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa,;

Pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.
C.

Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

Peraturan daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini, terdiri dari :

1.

2.

10.
11,

12.

Bupati

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran III  Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI ~ Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Lampiran IX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program

Prioritas Dacrah

Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah; dan

Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 gktober 2023

Pj. BUPATI TEBO,




